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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penulisan hukum diatas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa  :  

1. Perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual di 

negara Indonesia secara normatif sudah memiliki kerangka hukum yang 

cukup lengkap dalam memastikan perlindungan anak melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan serta pengesahan Konvensi PBB 

tentang Hak Anak. Negara Indonesia mengatur perlindungan tersebut 

melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta ketentuan hukum 

pidana lainnya yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, 

sedangkan di negara Malaysia memperkuat perlindungan melalui Child 

Act 2001 dan Sexual Offences Against Children Act 2017 yang secara 

khusus mengkriminalisasikan tindak kekerasan seksual terhadap anak 

dengan pendekatan penegakan hukum yang lebih represif dan 

berorientasi pada pemberatan hukum. 

2. Negara Malaysia telah mengembangkan sistem perlindungan anak yang 

menyeluruh, terorganisir, dan berfokus pada kepentingan terbaik anak 

melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan layanan terintegrasi. 

Adanya Sexual Offences Against Children Act 2017 menunjukkan 
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komitmen legislatif dalam memberikan perlindungan yang substansial 

dengan memperluas lingkup kriminalisasi berbagai bentuk eksploitasi 

seksual terhadap anak, termasuk kejahatan yang berbasis digital. 

Pendekatan ini diperkuat melalui layanan terintegrasi di One-Stop 

Crisis Centre yang menggabungkan penanganan medis, psikologis, 

sosial, dan hukum untuk meminimalkan risiko reviktimisasi bagi 

korban. Dalam tahap proses peradilan, penerapan wawancara yang 

direkam dalam bentuk video serta pengaturan khusus dalam Evidence 

of Child Witness Act 2007 menunjukkan upaya sistematis untuk 

menciptakan lingkungan peradilan yang bersahabat bagi anak, dengan 

mengurangi tekanan psikologis saat memberikan kesaksian. Selain itu, 

pembentukan Child Protection Teams berdasarkan Child Act 2001 

menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor di tingkat daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

B. Saran 

Berdasarkan hasil penulisan hukum diatas, maka saran yang dapat 

penulis berikan saran sebagai berikut: 

1. Indonesia dianjurkan untuk mempertimbangkan pembentukan atau 

perbaikan hukum khusus yang secara menyeluruh mengatur 

kejahatan seksual terhadap anak, dengan merujuk pada pendekatan 

dari Sexual Offences Against Children Act 2017. Aturan tersebut 

harus memperluas ruang lingkup kriminalisasi terhadap berbagai 

bentuk eksploitasi modern, seperti grooming daring, penyebaran 
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materi eksploitasi seksual anak, serta tindakan persiapan kejahatan 

yang memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya regulasi yang 

lebih terperinci, para penegak hukum akan memiliki landasan 

normatif yang lebih solid untuk melakukan pencegahan, 

penindakan, dan pengumpulan bukti. 

2. Pemerintah Indonesia harus menciptakan sistem layanan 

terintegrasi di rumah sakit milik negara atau pusat kesehatan yang 

menjadi rujukan dengan mengadopsi konsep Pusat Krisis Satu Atap. 

Menggabungkan layanan kesehatan, psikologi, sosial, dan bantuan 

hukum di satu tempat akan memperlancar akses bagi para korban 

serta mencegah terjadinya reviktimisasi yang disebabkan oleh 

proses birokrasi yang berulang. Model ini juga menempatkan 

pemulihan korban sebagai fokus utama, bukan hanya sebagai 

langkah untuk bukti hukum. 

3. Pembentukan kelompok perlindungan anak yang terintegrasi di 

tingkat lokal harus diperkuat dengan menyesuaikan metode dari 

Undang-Undang Malaysia Akta 611 Tahun 2001 tentang Akta 

Kanak-Kanak Anak yang mendorong kerja sama antara instansi 

sosial, kepolisian, tenaga medis, psikolog, serta sekolah. 

Keteraturan dalam koordinasi yang jelas akan mempercepat proses 

penanganan kasus, meminimalisir tumpang tindih kewenangan, 
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serta menjamin kelanjutan rehabilitasi bagi anak yang menjadi 

korban. 
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